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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran 

Hewan Ternak di Kabupaten Boyolali  yang dilakukan oleh DLH 

dan Dinas Peternakan belum berjalan maksimal.  

2. DLH Kabupaten Boyolali tidak dapat melakukan pengawasan atau 

monitoring secara langsung dan berkala terkait Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan.  

3. Dinas Peternakan hanya memberikan Pembinaan Kesehatan dan 

Pelayanan Kesehatan, dan pada faktanya hanya memberikan 

Pembinaan Kesehatan saja padahal masih ada Pembinaan lain yang 

masih dapat diberikan kepada Peternak. 

4. Ketidakkonsistenan  Dinas Peternakan memberikan Pelayanan 

Kesehatan secara berkala kepada peternakan yang ada di Boyolali 

dan terjadi pilih kasih kepada Peternakan Babi terhadap pemberian 

pelayanan kesehatan dan pengendalian limbah hewan ternak babi 

tentang menjadikan limbah kotoran hewan ternak babi menjadi 

pupuk Biogas. 

5. Tidak maksimalnya Peran DLH dan Dinas Peternakan dalam 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan karena kurangnya 

kesadaran Peternak dalam Pengelolaan Lingkungan dan kurangnya 
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Antusias dari peternak untuk pengendalian pencemaran lingkungan 

khususnya terkait Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat 

Limbah Kotoran Hewan Ternak di Kabupaten Boyolali. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan maka 

penulis dapat memberikan saran yaitu : 

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Peternakan melakukan 

monitoring secara berkala terhadap pelaku usaha ternak terkait 

pengelolaan lingkungan dan Perijinan usaha peternakan. 

2. Dinas Lingkungan Hidup perlu memberi sanksi yang tegas dan nyata 

kepada pelaku pencemaran lingkungan yang disini berkaitan dengan 

pencemaran yang diakibatkan oleh limbah kotoran hewan ternak. 

3. Dinas Peternakan melakukan semua program pembinaan bukan  

hanya Pembinaan Kesehatan saja terhadap pelaku usaha ternak. 

Pelayanan kesehatan dan pengelolaan lingkungan terhadap semua 

usaha ternak tanpa pilih kasih. 
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